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<b>ABSTRAK</b><br>

Salah satu pengaruh yang paling menonjol dan bersifat langsung dengan telah diratifikasikannya United
Nations Convention on the Laws of the Sea 1982 (Unclos 82) oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap
Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) di Laut adalah berkaitan dengan masalah penggunaan alur laut
kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Penggunaan alur laut kepulauan yang melintas perairan Indonesia
oleh kapal asing merupakan tuntutan yang telah dipersyaratkan oleh Unclos 82. Kenyataan ini bukan
merupakan pilihan yang terbaik bagi negara pantai (termasuk Indonesia) karena pada dasarnya Unclos 82
merupakan kompromi kepentingan dari berbagal negara. Terlepas dari masalah untung atau rugi, suka atau
tidak suka, pada akhirnya penggunaan alur laut kepulauan ini menjadi hak bagi kapal-kapal asing yang tak
dapat dielakkan, apapun alasannya.

<br><br>

Kewgjiban Indonesia sebagal negara pantai adalah menetapkan alur laut kepulauan yang menjamin
keselamatan dan keamanan bernavigasi dalam pelayaran. Bilatidak segera ditetapkan, maka konsekuensinya
kapal-kapal asing cenderung memilih atau menentukan alur pelayaran sendiri-sendiri sesuai dengan
persepsinya masing-masing terhadap aturan yang tercantum dalam Unclos 82. Hal ini ini tentu raja
mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, karena banyaknya alur pelayaran yang melintas kepulauan
Indonesiayang tidak teratur menimbulkan kesulitan dalam

<br><br>

pengawasan dan pengendaliannya. Kesulitan dalam pengendalian alur laut kepul auan tersebut, pada
gilirannya membawa dampak yang semakin luas terhadap masal ah pertahanan kemananan negara di laut.
Berdasarkan pemikiran yang demikian itulah dilakukan kajian untuk menentukan alur laut kepulauan
Indonesia (ALKI) yang mengabdi kepentingan nasional, tetapi akomodatif terhadap kepentingan
internasional.

<br><br>

Pada awalnya dilakukan identifikasi dan perumusan sebelas alur pelayaran yang melintas perairan
kepulauan Indonesia yang potensial untuk digjukan sebagai ALKI. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk
mengimplementasilcan hak dan kewajiban negara pantai secara serasi dan seimbang sesuai dengan amanat
Unclos 82 itu sendiri.

<br><br>

Dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan dalam tesisini akhirnya diperoleh tiga alur
pelayaran terbaik sebagal kandidat ALKI, masing-masing adalah : (1) Alur Selat Lombok - Selat Makasar -
Laut Sulawes, (2) Alur Selat Sunda - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Cina Selatan, (3.a) Alur Selat Leti -
Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, (3.b)
Laut Arafuru - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku -
Samudra Pasifik, dan (3.c) Laut Sawu - Selat Ombai - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur
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Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik.

<br><br>

Setelah aur laut kepulauan itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang terbaikpun menurut ukuran
kepentingan nasional dan kepentingan internasional, masih terbuka peluang bagi timbulnya masalah
pertahanan keamanan di laut sehubungan dengan penggunaannya bagi kapal asing. Hal itu merupakan
konsekuens logis dari penggunaan suatu wilayah negara oleh dan untuk kepentingan negaralain.
Sehubungan dengan itu perlu pula dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (SWOT)
terhadap keberadaan alur laut kepulauan yang telah ditetapkan.

<br><br>

Tujuan analisis SWOT tersebut adalah untuk memperkuat kekuatan dan meningkatkan pemanfaatan peluang
yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan menetralisir ancaman yang mungkin timbul. Selanjutnya
untuk mengimplementasikannya secara efektif dan efisien diperlukan penerapan mang emen komponen
kekuatan laut yang ada untuk mengawasi dan mengendalikan ALKI. Pada gilirannya dibutuhkan jumlah
maupun kualitas kekuatan laut yang memadai, agar dapat dilakukan pengendalian ALK secaralebih
optimal sehingga pengaruh yang merugikan terhadap Hankamneg di Laut dari penggunaan laut oleh kapal
asing sesuai Unclos 82 dapat diminimalkan.
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